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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan 

tugas dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sesuai 

dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana 

Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. 

RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target 

kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu 

organisasi pada satu tahun tertentu. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan 

bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja 

instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan serta sebagai 

dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. 

 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455). 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemabaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438). 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700). 
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5059). 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573). 

9. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6987). 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402). 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322). 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323). 

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136). 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem 
Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 115). 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang  Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1114). 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447). 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 288). 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781). 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah. 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 34). 

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 102). 

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Nomor 3 Tahun 2024 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 
3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 
Nomor 115). 

24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34). 

25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja  Perangkat 
Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37). 
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C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 

Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah yang baru 

terbentuk efektif pada Januari 2017 dimana nomenklatur sebelumnya adalah 

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Sejalan dengan terbitnya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah, dan diperkuat pula oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang 

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang 

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan 

Pemerintahan Bidang Kehutanan, maka nomenklatur perangkat daerah 

hendaknya disesuaikan menjadi Dinas Lingkungan Hidup. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menindaklanjuti amanat 

tersebut sehingga diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk 

Penyederhanaan Birokrasi, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 

menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2024 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 

2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah, untuk melaksanakan urusan daerah dibidang lingkungan 

hidup, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan 

perumuskan dan pelaksanaan kebijakan di  bidang  tata lingkungan, 

pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), 

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penaatan 

hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud di atas, Dinas 

Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : 

1. Pelaksanaan tugas kesekretariatan; 

2. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan 

Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup; 
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3. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan 

Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup; 

4. Pengoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan 

Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup; 

5. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan 

Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan 

6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, 

Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan 

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

 

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah 

terdiri atas : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat;  

1) Sub Bagian Umum Kepegawaian; dan  

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset 

c. Bidang Tata Lingkungan; 

d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; 

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 

f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

h. Unit Pelaksana Teknis. 
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BAB II 

RENCANA STRATEGIS 
 

 

 

A. Rencana Strategis 2021-2026 

Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan 

Tengah telah disusun secara konkrit dan sistematis dengan mengacu kepada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) menjadi 

dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun. Rencana 

Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-

2026 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 

Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2021-2026. 

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah ditujukan 

untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Rencana strategis Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi Kalimantan Tengah disusun selaras dengan Renstra 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai suatu sistem 

perencanaan pembangunan nasional, secara simultan sesuai proses tahapan 

penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. 

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Kalimantan Tengah mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil 

yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk Tahun 2021–

2026 dengan memperhitungkan lokasi, peluang dan kendala yang ada. 

Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2025 akan dijelaskan dalam 

Rencana Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. 

Sesuai dengan tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-

2026 yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup maka tujuan dan sasaran  

jangka menengah perangkat daerah yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang di dalam RENSTRA PD. 

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan 

Tengah selama periode 2021-2026 adalah : 

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup 

2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
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Sasaran yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu:  

1. Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup  

2. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

3. Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan. 

4. Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan 

lingkungan hidup. 

5. Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam 

pengelolaan Lingkungan Hidup 

6. Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 

7. Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas 

kinerja pemerintah   

Keterkaitan antara tujuan sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat 

pada tabel berikut : 
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Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 
 

No. Tujuan Sasaran 
Indikator Tujuan/ 

Sasaran 

Awal 
Tahun 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 Meningkatkan  

Kualitas 

Lingkungan 

Hidup 

Tersusunnya 

dokumen 

Perencanaan 

Perlindungan dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Jumlah dokumen 

perencanaan 

Lingkungan Hidup 

(dokumen) 

1 2 1 1 1 2 

Meningkatnya 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH) 

72,74 74,3 74,53 74,75 74,97 75,16 

Meningkatnya 

jumlah limbah B3 

yang dikelola 

sesuai dengan 

ketentuan 

Jumlah limbah B3 yang 

terkelola dan proporsi 

limbah B3 yang diolah 

sesuai peraturan 

perundangan (sektor 

industri) (ton). 

1.406.67

4,627 

1.407.074

,727  

1.407.274,

777  

1.407.47

4,827  

1.407.674,

877  

1.407.87

4,927  

Meningkatnya 

persentase pelaku 

usaha yang taat 

dalam pengelolaan 

lingkungan hidup 

Persentase ketaatan 

penanggung jawab 

usaha dan/atau kegiatan 

terhadap izin lingkungan 

dan izin PPLH (%) 

68,75 76 77 78 79 80 

Persentase penanganan 

pengaduan lingkungan 

hidup (%) 

83,33 85 86 87 88 89 
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No. Tujuan Sasaran 
Indikator Tujuan/ 

Sasaran 

Awal 
Tahun 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- 

2022 2023 2024 2025 2026 

  Meningkatnya 

Jumlah Masyarakat 

Hukum Adat yang 

terlibat dalam 

pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Jumlah keberadaan 

MHA, Kearifan lokal dan 

hak MHA terkait dengan 

PPLH 

1 2 2 2 2 2 

Jumlah kegiatan 

pendidikan pelatihan dan 

penyuluhan lingkungan 

hidup yang dilakukan 

1 2 2 2 2 2 

Jumlah penghargaan 

lingkungan yang didapat  

1 2 2 2 2 2 

Meningkatnya 

Indeks Kinerja 

Pengelolaan 

Sampah (IKPS) 

Jumlah timbulan sampah 

yang didaur ulang (ton) 

17.215,61 17.911,12   18.090,23  18.271,13   18.636,55  18.822,92  

2. Meningkatkan 

Akuntabilitas 

Penyelenggaraan 

Pemerintah 

Daerah 

Meningkatnya 

kualitas aparatur, 

pelayanan publik 

dan akuntabilitas 

kinerja pemerintah   

Nilai Kepuasan 

Masyarakat 

80 81 82 83 84 85 

 

Sedangkan Arah Kebijakan dalam upaya mencapai Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang selanjutnya akan menjadi 

landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, dirumuskan sebagai berikut : 
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Tabel 2. Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan 

VISI Kalimantan Tengah Makin BERKAH 

MISI ke-1 Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan  

Kualitas Lingkungan 

Hidup 

Tersusunnya dokumen 

Perencanaan Perlindungan 

dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

1. Penyusunan dan penetapan RPPLH 
Provinsi 

2. Penyusunan dan penetapan Rencana 
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu 
Air 

3. Penyusunan dan penetapan Rencana 
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu 
Udara 

4. Penyusunan dan penetapan Rencana 
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu 
Air Laut 

5. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH  
6. Pengendalian Pelaksanaan RPPEG 
7. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis RTRWP 
 

1. Penyusunan dokumen perencanaan lingkungan 

hidup meliputi RPPMA, RPPMU, RPPML dan 

RPPLH 

2. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPPLH 

3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

RPPLH 

Meningkatnya Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup 

(IKLH) 

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan Hidup 

2. Penanggulangan Pencemaran 
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

3. Pemulihan Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan Hidup 

4. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 
Provinsi 

1. Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran 
Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, 
Udara dan Laut 

2. Penanggulangan pencemaran dan.atau 
kerusakan lingkungan hidup dari sumber titik 
maupun sumber area 

3. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakaan 
lingkungan lahan akses terbuka. 

4. Penyusunan profil keanekaragaman hayati. 
 

Meningkatnya jumlah limbah 

B3 yang dikelola sesuai 

dengan ketentuan 

1. Pembinaan pengelolaan limbah B3 dan 

pengembangan Jasa pengumpulan  

limbah B3 Skala Provinsi 

 

1. Peningkatan Jasa pengumpulan  limbah B3 Skala 

Provinsi 

 Meningkatnya persentase 

pelaku usaha yang taat 

1. Pembinaan dan Pengawasan 
Persetujuan Lingkungan yang 

1. Peningkatan pengawasan terhadap usaha 
dan/atau kegiatan di sektor Pertambangan dan 



 
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 
 

11 

VISI Kalimantan Tengah Makin BERKAH 

MISI ke-1 Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

dalam pengelolaan 

lingkungan hidup 

Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi 

2. Penilaian Peringkat Kinerja 
Perusahaan Dalam Pengelolaan 
Lingkungan. 

3. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 
di Bidang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 
Provinsi 

Migas, Perkebunan dan Pengolahan, serta 
Kehutanan. 

2. Peningkatan jumlah peserta PROPER dan peraih 
predikat BIRU 

3. Mengembangkan sistem pengaduan dan 
penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan 
lingkungan secara cepat dan efektif. 

Meningkatnya Jumlah 

Masyarakat Hukum Adat 

yang terlibat dalam 

pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

1. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, 
Pengetahuan Tradisional dan Hak 
MHA yang terkait dengan PPLH 

2. Pemberian Penghargaan Lingkungan 
Hidup Tingkat Daerah Masyarakat 

3. Pendampingan Gerakan Peduli 
Lingkungan Hidup 

4. Penyelengaraan Penyuluhan dan 
Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat 
Daerah Provinsi 

5. Peningkatan pogram kampung iklim 
(PROKLIM) 

1. Pembentukan Masyarakat Hukum Adat 
2. Pembinaan dan pemberian penghargaan 

Kalpataru bagi Masyarakat yang berperan aktif 
dalam pelestarian dan penyelamatan lingkungan 
hidup 

3. Pelaksanaan penyuluhan dan kampanye 
lingkungan terkait dengan pelestarian lingkungan 
hidup 

4. Pembentukan dan fasilitasi desa dalam Program 
Kampung Iklim (Proklim) 

Meningkatnya Indeks Kinerja 

Pengelolaan Sampah (IKPS) 

 

1. Penanganan Sampah di TPA / TPST 
Regional 

2. Penyediaan sarana dan prasarana 
penanganan sampah di TPA/TPST 
Regional 

 

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis 
Penanganan Sampah Regional 

2. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan 
sampah di TPA/TPST Regional 

3. Pengembangan pengelolaan sampah melalui 3R 

Meningkatkan 

Akuntabilitas 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah 

Meningkatnya kualitas 

aparatur, pelayanan publik 

dan akuntabilitas kinerja 

pemerintah   

Melakukan peningkatan pelayanan umum, 

akuntabilitas kinerja pemerintah, 

kepegawaian dan keuangan perangkat 

daerah 

Melakukan pengelolaan, optimalisasi dan percepatan  

pelayanan umum, akuntabilitas kinerja pemerintah, 

kepegawaian dan keuangan perangkat daerah 
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Tabel 3. Indikator Kinerja Utama 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Cara Perhitungan Sumber Data 

1. Tersusunnya dokumen 
Perencanaan 
Perlindungan dan 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Jumlah dokumen perencanaan 
Lingkungan Hidup 

Total jumlah dokumen yang disusun DLH Prov. 
Kalteng 

2. Meningkatnya Indeks 
Kualitas Lingkungan 
Hidup (IKLH) 

Indeks Kualitas Lingkungan 
Hidup (IKLH) 

IKLH = (0.340 x IKA) + (0.428 x IKU) 
+ (0.133 X IKL) + (0.099 x IKAL) 

KLHK, DLH 
Prov. Kalteng, 
DLH Kab/Kota 

3. Meningkatnya jumlah 
limbah B3 yang 
dikelola sesuai dengan 
ketentuan 

Jumlah limbah B3 yang 
terkelola dan proporsi limbah B3 
yang diolah sesuai peraturan 
perundangan (sektor industri) 
(ton). 

Total jumlah limbah B3 yang 
dihasilkan dan yang telah dikelola 

DLH Prov. 
Kalteng 

4. Meningkatnya 
persentase pelaku 
usaha yang taat dalam 
pengelolaan 
lingkungan hidup 

Persentase ketaatan 
penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan terhadap izin 
lingkungan dan izin PPLH (%) 

 

Ket :  
A =  Jumlah Penanggungjawab usaha 

dan/atau kegiatan yang taat terhadap 
izin lingkungan yang diterbitkan 
Pemprov 

B =  Jumlah usaha dan/atau kegiatan 
yang dilakukan pemeriksaan  

DLH Prov. 
Kalteng 

Persentase penanganan 

pengaduan lingkungan hidup 

(%) 
 

 

Ket :  
A =  Pengaduan masyarakat yang 

ditangani  
B =  Total Jumlah pengaduan masyarakat 

yang terregistrasi  

DLH Prov. 
Kalteng 

5. Meningkatnya Jumlah 
Masyarakat Hukum 
Adat yang terlibat 
dalam pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Jumlah keberadaan MHA, 
Kearifan lokal dan hak MHA 
terkait dengan PPLH 

Total Jumlah MHA yang terbentuk DLH Prov. 
Kalteng 

Jumlah kegiatan pendidikan 
pelatihan dan penyuluhan 
lingkungan hidup yang 
dilakukan 

Total Jumlah kegiatan  DLH Prov. 
Kalteng 

Jumlah penghargaan 
lingkungan yang didapat 

Total Jumlah penghargaan 
DLH Prov. 
Kalteng 

6. Meningkatnya Indeks 
Kinerja Pengelolaan 
Sampah (IKPS) 

Jumlah timbulan sampah yang 
didaur ulang (ton) 

Total jumlah timbulan sampah yang 
didaur ulang 

DLH Prov. 
Kalteng 

7. Meningkatnya kualitas 
aparatur, pelayanan 
publik dan 
akuntabilitas kinerja 
pemerintah   

Nilai Kepuasan Masyarakat 

 

 
Ket :  
A =  Total Nilai Persepsi per Unsur 
B =  Jumlah Unsur Total Unsur 
C =  Nilai Penimbang 

DLH Prov. 
Kalteng 
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B. Rencana Kinerja Tahun 2025 

RKT DLH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ditujukan 

untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka 

mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) DLH 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. 

Untuk mengakselerasi pencapaian target, indikator dan 

ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan perlu berlandaskan 

pada hasil evaluasi pelaksanaan RKT Tahun 2025. 

Tabel 4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup  

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025  

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target 

1. Tersusunnya dokumen 
Perencanaan Perlindungan 
dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Jumlah dokumen 
perencanaan Lingkungan 
Hidup 

Dokumen 1 

2. Meningkatnya Indeks 
Kualitas Lingkungan Hidup 
(IKLH) 

Indeks Kualitas Lingkungan 
Hidup (IKLH) 

Poin 74,97 

3. Meningkatnya jumlah limbah 
B3 yang dikelola sesuai 
dengan ketentuan 

Jumlah limbah B3 yang 
terkelola dan proporsi limbah 
B3 yang diolah sesuai 
peraturan perundangan 
(sektor industri) (ton). 

Ton 1.407.674,877  

4. Meningkatnya persentase 
pelaku usaha yang taat 
dalam pengelolaan 
lingkungan hidup 

Persentase ketaatan 
penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan terhadap 
izin lingkungan dan izin 
PPLH (%) 

Persen (%) 79 

Persentase penanganan 

pengaduan lingkungan hidup 

(%) 

Persen (%) 88 

5. Meningkatnya Jumlah 
Masyarakat Hukum Adat 
yang terlibat dalam 
pengelolaan Lingkungan 
Hidup 

Jumlah keberadaan MHA, 
Kearifan lokal dan hak MHA 
terkait dengan PPLH 

MHA 2 

Jumlah kegiatan pendidikan 
pelatihan dan penyuluhan 
lingkungan hidup yang 
dilakukan 

Kegiatan 2 

Jumlah penghargaan 
lingkungan yang didapat 

Penghargaan 2 

6. Meningkatnya Indeks Kinerja 
Pengelolaan Sampah (IKPS) 

Jumlah timbulan sampah 
yang didaur ulang (ton) 

Ton  18.636,55  

7. Meningkatnya kualitas 
aparatur, pelayanan publik 
dan akuntabilitas kinerja 
pemerintah   

Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai 84 

 



Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Sub Kegiatan Indikator Target

Pengendalian Pelaksanaan 

RPPLH Provinsi

Jumlah Dokumen Telaahan 

Kebijakan yang telah Mengakomodir 

RPPLH Provinsi

1 Dokumen

Penyusunan RPPLH Provinsi Jumlah dokumen RPPLH di Provinsi 

yang yang berisi arahan/muatan 

RPPLH Provinsi dan Kabupaten/ 

Kota yang lintas administrasi

1 Dokumen

Pembinaan Penyelenggaraan 

KLHS

Jumlah KLHS yang disusun oleh 

kabupaten/kota yang dilakukan 

pembinaan

1 Dokumen

Pemantauan dan Evaluasi 

KLHS

Jumlah KLHS yang dipantau dan 

dievaluasi

3 Dokumen

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pencegahan 

Pencemaran Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan terhadap Media 

Tanah, Air, Udara dan Laut

Jumlah Dokumen Uji Kualitas 

Lingkungan Hidup Dilaksanakan 

terhadap Media Tanah, Air, Udara, 

dan Laut

2 Dokumen

Pengambilan contoh uji dan 

pengujian parameter kualitas 

lingkungan

Jumlah pengambilan contoh uji dan 

pengujian parameter kualitas 

lingkungan yang dilaksanakan

1 Paket

Pelaksanaan Pencegahan 

Pencemaran Lingkungan Hidup 

terhadap Media Tanah, Air, 

Udara dan Laut

Jumlah laporan pelaksanaan 

pencegahan pencemaran lingkungan 

Hidup terhadap Media Tanah, Air, 

Udara dan Laut yang disusun

2 Laporan

Pelaksanaan pemantauan 

kualitas Lingkungan Hidup 

terhadap Media Tanah, Air, 

udara dan Laut

Data dan informasi indeks kualitas 

lingkungan hidup (Iindeks Kualitas 

Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks 

Kualitas Lahan, Indeks Kualitas 

Ekosistem Gambut dan Indeks 

Kualitas Air Laut)

12 Lokasi

Penyusunan dokumen status 

lingkungan hidup daerah

Jumlah dokumen status lingkungan 

hidup daerah yang disusun

1 Dokumen

Penyediaan sarana dan 

prasarana pemantau kualitas 

lingkungan di Provinsi

Jumlah peralatan pemantau kualitas 

lingkungan di Provinsi dalam rangka 

pencegahan  dan  sebagai  

peringatan dini pencemaran 

lingkungan

15 Unit

Pengoperasian dan 

pemeliharaan alat pemantau 

kualitas lingkungan di Provinsi

Jumlah peralatan pemantau kualitas 

lingkungan di Provinsi yang dilakukan 

pemeliharaan

1 Unit

Pengelolaan Laboratorium 

Lingkungan Hidup Provinsi

Jumlah pengujian yang dilaksanakan 

oleh laboratorium lingkungan

60 Dokumen

Tabel 5. Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2025

1 Dokumen Jumlah dokumen RPPLH 1 Dokumen

Jumlah dokumen KLHS 1 Dokumen

No.
Sasaran Strategis Program Kegiatan Sub Kegiatan

Jumlah dokumen rencana 

dan perlindungan di 

Bidang Lingkungan Hidup 

dan Pengendalian 

Pencemaran Lingkungan

Penyelenggaraan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS) Provinsi 

PROGRAM 

PERENCANAAN 

LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(RPPLH) Provinsi 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN DAN / 

ATAU KERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP

IKLH

1 Tersusunnya dokumen 

Perencanaan Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup

Jumlah dokumen 

perencanaan 

Lingkungan Hidup

1 Dokumen

2 Meningkatnya Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup 

(IKLH)

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH)

74,97 74,97 Pencegahan Pencemaran dan 

/ atau Kerusakan Lingkungan 

Hidup

Jumlah Kegiatan pencegahan 

pencemaran dan / atau 

kerusakan lingkungan hidup

11 Kegiatan
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Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Sub Kegiatan Indikator Target
No.

Sasaran Strategis Program Kegiatan Sub Kegiatan

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

pelaksanaan pengendalian 

emisi gas rumah kaca, mitigasi 

dan adaptasi perubahan iklim

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK 

dari sektor lingkungan hidup yang 

Dilaksanakan

1 Dokumen

Pelaksanaan upaya mitigasi 

perubahan iklim tingkat provinsi

Jumlah pelaksanaan mitigasi 

perubahan iklim

1 Laporan

Pelaksanaan inventarisasi 

GRK dan penyusunan profil 

emisi GRK

Jumlah dokumen data inventarisasi 

GRK dan profil emisi GRK

1 Dokumen

Penanggulangan Pencemaran 

dan / atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup

Jumlah kegiatan upaya 

penanggulangan pencemaran 

dan / atau kerusakan 

lingkungan hidup

1 Kegiatan Pemberian Informasi 

Peringatan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup pada 

Masyarakat

Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi 

Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup pada Masyarakat 

lintas Kabupaten/Kota yang 

Dilaksanakan

1 Laporan

Penyusunan dan Penetapan 

Rencana Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati

Jumlah Dokumen Rencana Induk 

Pengelolaan Kehati yang Disusun

1 Dokumen

Pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH)

Luas RTH yang Dikelola Lingkup 

Kewenangan Provinsi

1 Hektar

Pengembangan kapasitas 

kelembagaan dan SDM dalam 

pengelolaan keanekargaman 

hayati

Jumlah Orang yang Meningkat 

Kapasitasnya dalam Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati

50 Orang

Fasilitasi Pemenuhan 

Komitmen Izin  Pengumpulan 

Limbah B3 Dilaksanakan 

Melalui Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin 

Pengumpulan Limbah B3 lintas 

Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi 

yang Dilaksanakan Melalui Sistem 

Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik

1 Dokumen

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengelolaan Limbah B3 

dengan Pemerintah Pusat 

dalam Rangka Pengangkutan, 

Pemanfaatan, Pengolahan, 

dan/atau Penimbunan 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah 

B3 dengan Pemerintah dalam rangka 

Pengangkutan, Pemanfaatan, 

Pengolahan, dan/atau Penimbunan 

Yang Bukan Kewenangan Provinsi 

Serta Pelaksanaan Pengumpulan 

Limbah B3 Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) 

Daerah Provinsi yang Sesuai 

Kewenangannya

1 Dokumen

PROGRAM 

PENGENDALIAN BAHAN 

BERBAHAYA DAN 

BERACUN (B3) DAN 

LIMBAH BAHAN 

BERBAHAYA DAN 

BERACUN (LIMBAH B3)

Pengumpulan Limbah B3 

Lintas Daerah Kabupaten / 

Kota dalam 1 (Satu) Daerah 

Provinsi

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

KEANEKARAGAMAN 

HAYATI (KEHATI)

Pengelolaan Keanekaragaman 

Hayati Provinsi

3 Meningkatnya jumlah limbah 

B3 yang dikelola sesuai 

dengan ketentuan

Jumlah limbah B3 

yang terkelola dan 

proporsi limbah 

B3 yang diolah 

sesuai peraturan 

perundangan 

(sektor industri) 

(ton)

1.407.674,87

7 ton

Jumlah limbah B3 yang 

terkelola dan proporsi 

limbah B3 yang diolah 

sesuai peraturan 

perundangan (sektor 

industri)

1.407.674,877 

ton

Jumlah dokumen profil 

Kehati

1 Dokumen Jumlah kegiatan pengelolaan 

keanekaragaman hayati 

provinsi

3 Kegiatan

Jumlah usaha jasa 

pengumpulan limbah B3 

lintas daerah kabupaten / 

kota dalam 1 (satu) daerah 

provinsi

1 Usaha
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Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Sub Kegiatan Indikator Target
No.

Sasaran Strategis Program Kegiatan Sub Kegiatan

Fasilitasi Pemenuhan 

Ketentuan dan Kewajiban Izin 

Lingkungan dan/atau Izin 

PPLH

Jumlah Rekomendasi dan/atau 

Persetujuan teknis, Persetujuan 

Lingkungan, dan Surat Kelayakan 

operasi yang diberikan

3 Dokumen

Pengembangan kapasitas 

Pejabat Pengawas Lingkungan 

Hidup

Jumlah PPLHD yang ditingkatkan 

kapasitasnya

5 Orang

Pengawasan Perizinan 

Berusaha atau Persetujuan 

Pemerintah terkait Persetujuan 

Lingkungan yang diterbitkan 

oleh Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Peraturan 

Perundang-undangan di bidang 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Jumlah Badan usaha dan/atau 

kegiatan yang diawasi

138 Badan 

Usaha

Pembentukan Pejabat 

Pengawas Lingkungan Hidup

Jumlah PNS yang dibentuk dan 

diangkat menjadi Fungsional PPLHD

1 Orang

Penerapan sanksi administrasi 

yang menjadi kewenangan 

Provinsi

Jumlah penerapan sanksi 

administratif yang dikenakan kepada 

penanggung jawab usaha/kegiatan 

yang tidak taat dan menjadi 

kewenangan Provinsi

1 Perkara

Pembentukan dan Peningkatan 

Kapasitas Penyidik PNS LHK 

Daerah 

Jumlah PPNS LHK Daerah yang 

dibentuk dan ditingkatkan 

kapasitasnya

12 Orang

Penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup yang 

ditangani yang menjadi 

kewenangan Provinsi

Jumlah sengketa lingkungan hidup 

yang ditangani yang menjadi 

kewenangan Provinsi

1 Perkara

Penyelesaian kasus tindak 

pidana lingkungan hidup (P-21) 

yang merupakan kewenangan 

Provinsi 

Jumlah kasus tindak pidana 

lingkungan hidup (P-21) yang 

merupakan kewenangan Provinsi

1 Perkara

Pengelolaan Pengaduan 

permasalahan Pencemaran 

dan Perusakan Lingkungan 

Hidup tingkat Provinsi

Jumlah pengaduan permasalahan 

Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup tingkat Provinsi 

yang ditindaklanjuti/ditangani

8 Pengaduan

4 Meningkatnya persentase 

pelaku usaha yang taat 

dalam pengelolaan 

lingkungan hidup

Persentase 

ketaatan 

penanggung 

jawab usaha 

dan/atau kegiatan 

terhadap izin 

lingkungan dan 

izin PPLH (%)

79% PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

TERHADAP IZIN 

LINGKUNGAN DAN IZIN 

PERLINDUNGAN DAN 

PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

(PPLH)

Pembinaan dan Pengawasan 

Izin Lingkungan dan Izin PPLH 

yang Diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi

PROGRAM 

PENANGANAN 

PENGADUAN 

LINGKUNGAN HIDUP

Penyelesaian Pengaduan 

Masyarakat di Bidang 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) 

Provinsi 

Persentase 

penanganan 

pengaduan 

lingkungan hidup 

(%)

88% Persentase penanganan 

pengaduan lingkungan 

hidup

88% Jumlah pengaduan yang 

ditangani

88%

162 

Perusahaan

Jumlah usaha dan atau 

kegiatan yang dibina dan 

diawasi

79%Persentase ketaatan 

penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan 

terhadap izin lingkungan 

dan izin PPLH
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Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Sub Kegiatan Indikator Target
No.

Sasaran Strategis Program Kegiatan Sub Kegiatan

Pengakuan MHA dan Kearifan 

Lokal, Pengetahuan Tradisional 

dan Hak MHA yang terkait 

dengan PPLH

Jumlah MHA yang terbentuk, 

diakui dan menjalankan 

kearifan lokal serta 

pengetahuan tradisional yang 

terkait dengan PPLH

2 MHA Koordinasi, sinkronisasi, 

Penyediaan Data dan Informasi 

Pengakuan Keberadaan MHA 

Kearifan Lokal atau 

Pengetahuan Tradisional dan 

Hak Kearifan Lokal atau 

Pengetahuan Tradisional dan 

Hak MHA terkait dengan PPLH

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, Penyediaan Data dan 

Informasi Pengakuan Keberadaan 

MHA Kearifan Lokal atau 

Pengetahuan Tradisional dan Hak 

Kearifan Lokal atau Pengetahuan 

Tradisional dan Hak MHA terkait 

dengan PPLH

1 Dokumen

Peningkatan Kapasitas MHA 

dan Kearifan Lokal, 

Pengetahuan Tradisional dan 

Hak MHA yang terkait dengan 

PPLH

Jumlah kelompok masyarakat 

yang meningkat kapasitas 

MHA dan Kearifan Lokal, 

Pengetahuan Tradisional dan 

Hak MHA yang terkait dengan 

PPLH

1 Kelompok 

Masyarakat

Pemberdayaan, Kemitraan, 

Pendampingan dan Penguatan 

Kelembagaan MHA, Kearifan 

Lokal, Pengetahuan Tradisional 

dan Hak MHA terkait dengan 

PPLH

Jumlah Dokumen Kelembagaan 

MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan 

Tradisional dan Hak MHA terkait 

dengan PPLH yang dilakukan 

Pemberdayaan, Kemitraan, 

Pendampingan dan Penguatan

1 Dokumen

Pendampingan Gerakan Peduli 

Lingkungan Hidup

Jumlah Pendampingan Pembinaan 

Gerakan Peduli dan Berbudaya 

Lingkungan Hidup yang 

Dilaksanakan

1 Dokumen

Penyelengaraan Penyuluhan 

dan Kampanye Lingkungan 

Hidup Tingkat Daerah Provinsi

Jumlah Masyarakat/Kelompok 

Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan 

yang Terlibat

60 Orang

Peningkatan Kapasitas dan 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia Bidang lingkungan 

hidup untuk Lembaga 

pendidikan formal/lembaga 

masyarakat/komunitas/ 

kelompok masyarakat 

Jumlah lembaga pendidikan 

formal/lembaga 

masyarakat/komunitas/kelompok 

masyarakat yang meningkat 

kapasitas dan kompetensinya terkait 

PPLH

2 Lembaga

Jumlah 

penghargaan 

lingkungan yang 

didapat

2 

Penghargaa

n

PROGRAM 

PENGHARGAAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

UNTUK MASYARAKAT

Jumlah penghargaan 

lingkungan yang didapat

2 

Penghargaan

Pemberian Penghargaan 

Lingkungan Hidup Tingkat 

Daerah Masyarakat 

Jumlah penghargaan 

lingkungan hidup yang 

didapat oleh masyarakat/ 

lembaga masyarakatat/dunia 

usaha

2 

Penghargaa

n

Penilaian kinerja masyarakat/ 

lembaga masyarakat/dunia 

usaha/dunia pendidikan/ 

filantropi dalam perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan 

hidup

Jumlah Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 

Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai 

Kinerjanya dalam rangka PPLH

5 Entitas

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyediaan Prasarana dan 

Sarana  Penanganan Sampah 

di TPA/TPST Regional

Jumlah  Dokumen  Hasil  Koordinasi 

dan Sinkronisasi Penyediaan 

Prasarana dan Sarana Penanganan 

Sampah di TPA/TPST Regional yang 

Dilaksanakan

1 Dokumen

Penyusunan Rencana, 

Kebijakan dan Strategi Daerah 

Pengelolaan Sampah Provinsi 

Jumlah dokumen kebijakan dan 

strategi daerah pengelolaan sampah 

provinsi yang disusun dan ditetapkan

1 Dokumen

PROGRAM 

PENINGKATAN 

PENDIDIKAN, 

PELATIHAN DAN 

PENYULUHAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

UNTUK MASYARAKAT

Jumlah pelaksanaan 

penyelenggaraan pendidikan, 

pelatihan, dan penyuluhan 

lingkungan hidup untuk 

lembaga kemasyarakatan 

tingkat daerah provinsi

2 Kegiatan

6 Meningkatnya Indeks Kinerja 

Pengelolaan Sampah (IKPS)

Jumlah timbulan 

sampah yang 

didaur ulang (ton)

18.636,55 

Ton

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN

Jumlah timbulan sampah 

yang didaur ulang

18.636,55 Ton Jumlah Kegiatan Penangan 

Sampah

1 KegiatanPenanganan Sampah di TPA / 

TPST Regional

5 Meningkatnya Jumlah 

Masyarakat Hukum Adat 

yang terlibat dalam 

pengelolaan Lingkungan 

Hidup

Jumlah 

keberadaan MHA, 

Kearifan lokal dan 

hak MHA terkait 

dengan PPLH

2 MHA PROGRAM PENGAKUAN 

KEBERADAAN 

MASYARAKAT HUKUM 

ADAT (MHA), KEARIFAN 

LOKAL DAN HAK MHA 

TERKAIT DENGAN PPLH

Jumlah kegiatan 

pendidikan 

pelatihan dan 

penyuluhan 

lingkungan hidup 

yang dilakukan

2 Kegiatan

Jumlah keberadaan MHA, 

Kearifan lokal dan hak 

MHA terkait dengan PPLH

2 MHA

Jumlah kegiatan 

pendidikan pelatihan dan 

penyuluhan lingkungan 

hidup yang dilakukan

2 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, 

Pelatihan, dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup untuk 

Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah Provinsi
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Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Sub Kegiatan Indikator Target
No.

Sasaran Strategis Program Kegiatan Sub Kegiatan

Pengadaan sarana dan 

prasarana  pengelolaan 

sampah regional

Jumlah sarana dan prasarana 

pengelolaan sampah regional

1 Unit

Pelaksanaan Penanganan 

Sampah pada Kondisi Khusus 

yang menjadi kewenangan 

provinsi 

Jumlah sampah pada kondisi khusus 

yang menjadi kewenangan  provinsi  

yang ditangani

866,03 ton

Koordinasi, sinkronisasi dan 

pemantauan pelaksanaan 

pengelolaan sampah di 

kabupaten/kota 

Jumlah dokumen hasil koordinasi, 

sinkronisasi dan pemantauan 

pelaksanaan pengelolaan sampah di 

kabupaten/kota

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

4 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA-

SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan 

RKA-SKPD

1 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan 

DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

1 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan 

Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan 

DPA-SKPD

1 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

4 Laporan

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

1 Laporan

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji 

dan Tunjangan ASN

64 

Orang/Bulan

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 Laporan

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan/ Semesteran 

SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

2 Laporan

Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

7 Meningkatnya kualitas 

aparatur, pelayanan publik 

dan akuntabilitas kinerja 

pemerintah  

Nilai Kepuasan 

Masyarakat

83 Nilai PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH PROVINSI

Jumlah dokumen 

perencanaan, penganggaran 

dan evaluasi kinerja PD

9 DokumenPersentase 

keterlaksanaan (%)

100%

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Persentase pelaksanaan 

administrasi keuangan PD

100%
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Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Sub Kegiatan Indikator Target
No.

Sasaran Strategis Program Kegiatan Sub Kegiatan

Penyusunan Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 

Milik Daerah SKPD

1 Dokumen

Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD

1 Laporan

Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapan 

5 Paket

Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan 

Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian

1 Dokumen

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan 

250 Orang

Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

1 Paket

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

10  Paket

Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

1 Paket

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

1 Dokumen

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 

Tamu

1 Laporan

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

1 Laporan

Dukungan Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan 

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada SKPD

1 Dokumen

Pengadaan kendaraan dinas 

operasional atau lapangan

Jumlah unit kendaraan dinas 

operasional atau lapangan yang 

disediakan

7 unit

Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan

1 Paket

Pengadaan Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang Disediakan

1 Unit

Pengadaan sarana dan 

prasarana gedung kantor atau 

bangunan lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Disediakan

1 Unit

Persentase keterlaksanaan 

pengadaan barang milik 

daerah

100%

100%

100%

100%

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat 

Daerah

Persentase pelaksanaan 

administrasi barang milik 

daerah pada perangkat 

daerah

Persentase pelaksanaan 

administrasi kepegawaian PD

Persentase pelaksanaan 

administrasi umum PD
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Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Sub Kegiatan Indikator Target
No.

Sasaran Strategis Program Kegiatan Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

1 Laporan

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan

1 Laporan

Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

1 Laporan

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan Dibayarkan 

Pajaknya

20 Unit

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1 unit

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase jasa penunjang 

urusan PD

100%

Peresentase pelaksanaan 

pemeliharaan barang milik 

daerah penunjang urusan PD

100%
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BAB III 

PENUTUP 

 

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini merupakan komitmen 

DLH Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

(good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan 

yang bersih (clean government). 

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Provinsi Kalimantan Tengah 

merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui 

berbagai kegiatan tahunan. Tolok kinerja tidak hanya diukur dari habisnya anggaran 

yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada pada aspek efisien yang dapat 

dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. 

Dengan tersusunya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas 

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2025. 

 

 



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
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Telepon / Faksimile (0536) 3223756, Laman http://www.dlh.kalteng.go.id, Pos-el dlh@kalteng.go.id 

 

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target 

1. Tersusunnya dokumen 
Perencanaan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Jumlah dokumen perencanaan 
Lingkungan Hidup 

Dokumen 1 

2. Meningkatnya Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup (IKLH) 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 
(IKLH) 

Poin 74,97 

3. Meningkatnya jumlah limbah B3 
yang dikelola sesuai dengan 
ketentuan 

Jumlah limbah B3 yang terkelola 
dan proporsi limbah B3 yang 
diolah sesuai peraturan 
perundangan (sektor industri) 
(ton). 

Ton 1.407.674,877 

4. Meningkatnya persentase 
pelaku usaha yang taat dalam 
pengelolaan lingkungan hidup 

Persentase ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan 
terhadap izin lingkungan dan izin 
PPLH (%) 

Persen (%) 79 

Persentase penanganan 

pengaduan lingkungan hidup (%) 

Persen (%) 88 

5. Meningkatnya Jumlah 
Masyarakat Hukum Adat yang 
terlibat dalam pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Jumlah keberadaan MHA, 
Kearifan lokal dan hak MHA 
terkait dengan PPLH 

MHA 2 

Jumlah kegiatan pendidikan 
pelatihan dan penyuluhan 
lingkungan hidup yang dilakukan 

Kegiatan 2 

Jumlah penghargaan lingkungan 
yang didapat 

Penghargaan 2 

6. Meningkatnya Indeks Kinerja 
Pengelolaan Sampah (IKPS) 

Jumlah timbulan sampah yang 
didaur ulang (ton) 

Ton 18.636,55 

7. Meningkatnya kualitas aparatur, 
pelayanan publik dan 
akuntabilitas kinerja pemerintah   

Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai 84 
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